Nomor SOP /SOPIDRPS-LPRIZ020
Tanggal Pembuatan |Juni 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif uni 2020
Disahkan Qleh:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SUBBAG PERENCANAAN Judul SOP Penyusunan Rencaha Kerja (Renja) SKPD
|
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkzif dengan Perencanaan pembangunan
Nasional 2. Memahami tatacara penyusunan Renja
.14 2 Permendagri Nomor &4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturar, Pemerintsh
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3 Peraturan Daeran Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah
4 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|Keterkaitan o.ﬁi_m»ma.ua:a%:
- SOP Pembentukan Tim 1. ATK
- SOP penyelenggaraan rapat 2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan




Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

“Pelaksana Mutu Baku
No Keterangan
Kegiatan _Mn-:won Sekretaris | Kepala Staf Tim Kelengkapan Waktu Output 9
1 |Mengajukan usulan kegiatan penyusunan Renja kepada Tidak
Telaalahan Staf, KAK,
Sekretaris . Rencana Kerla 15mnt  |Usulan Kerja
2 |Memeriksa usulan. Jika setuju menyampaikan kepada
Kepala Dinas, Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Usular Kegiatan yzng
Pee i Usulan Kegiatan 1smat | peiise Sekretaris
3 rsoam%um usulan. Jika setuju, memerintahkan sexretaris Tidak T —— Usulan Kegiatan yeng
membentuk tim penyusun Renja. Jika tidak dikembalikan 4 elanyang | qsmnt [voula e
kepada Sekretar's untuk diperbaiki diperiksa Sekretaris diperiksa Kepala
4 |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk
tim penyusun Renja I} c_ Em_nw”oozsﬁ_ Yang | 34sm  |Draft K Tim
5 [Membentuk Tim Penyusun Renja Draft 5K Tim thai  |SK Tim
] F_...o_m__.._.__ﬁ: rapat persiapan dan mengumpulkan bahan SK Tim, bahan-bahan
penyusun Renja Laporan kinerja 1 hai |Bahan Renja
bulanan
7 |Menyusun draft Renja dan menyerahkan kepada Kasubag _
Perercanaan Ya Bahar Renja 3hari  |Draft awal Renja
== [
8 |Memeriksa draft Renja. Jika sesuai derigan outline,
memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak
dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki ] DR uy Renge Siin: 1Ok yang sty d picikan
Ya
9 |Memeriksa draft Renja. Jika sesuai dergan outline,
__._..u_._..maﬂ dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika
tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk | fyppp——— Draft yang sudah 2jam  |Draft Axhir
diperbaiki diperikes .
T a Tidak
10 [Memeriksa draft Renja. Jika sesuai derigan outline
menandatangani dokumen Renj. Jika tidak, dikembalikan Draft Akhir 2jam |Dokumen Renja
kepada Sekretars untuk diperbaiki
11 |Menyzrahkan dokumen Rerja kepada Kasubag
Perericanaan _I..} Dokurnen Renja 5mnt |Dokumen Renja
12 |Menyarahkan dokumen Rerja kepada Staf
Dokurnen Renja 5mnt |Dokumen Renja
13 [Mendokumentasikan Renja
t Dokurnen Renja




[Nomor SOP TSOF/DKPS-LFK/2020
Tanggal Pembuatan Juni 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Jun 2020
Disahkan Oleh: Kepal
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. RE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NiP. 1965010166103 2 003
SUBBAG PERENCANAAN Judul SOP Penyusunan Dokumen no_u_*s:mms Anggaran (DPA ) SKPD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |1, Memahami peraturan perundang-undangan yang tekait flengan Penyusunan DPA
Nasional ' 2. Memahami tatacara penyusunan DPA
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 12008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pergendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangar Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Neger Nomor 21 Tahun 2011
4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh/Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah
5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi seria Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
- SOP penyelenggaraan rapat 1. ATK
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan




Prosedur Penyusunan Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA ) SKPD

Pelaksana Mutu Baku
No Ki ubag
eglatan Sekretaris | 29 Staf | Bidang | Kepala | Kelengkapan | Waktu Output Hetwangen
1 |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk
mempersiapkan penyusunan DPA ﬂ Arahan 10mnt |disposisi surat
2 |Mengarahkan staf untuk membuat format DPA
Catatan pengarahan 10 mnt |Cetatan hasil pengarahan
3 |Membuat format DPA dan menyerahkan kepada bidang-
bidang untuk diilsi onsshﬁ“t 30mnt |Format DPA
4 [Menyusun rancangan DPA sesuai dengan format dan
menyerahkan ke Kasubag Perencanaan ‘ Format DPA 1hari  |Rancangan DPA bidang
5 [Menghimpun dan merekap rancangan DPA sesual
dengan format dan menyiapkan rapatstaf untuk Rancangan DPA thai  |Rancangan DPA dinas SOP penyelenggaraan
membahas rancangan DPA bidang rapat
6 [Pembahasan Rancangan DPA Dinas dalam rapat staf
Rancangan DPA dinas 1hari  |Rancangan DPA dinas
7 [Memperbaiki rancangan DPA sesuai dengan hasil rapat
dan menyerahkan ke Sekretaris Rancengan DPAdinas | 1hari  |Rancangan DPA dinas
8 [Memeriksa rancangan akhir DPA jika telah sesuai,
memaraf, jika tidak dikembalikan untun diperbaiki Tidal Rancangan akhir DPA 15 mnt Rancangan akhir DPA
dinas dinas
9 |Memeriksa rancangan akhir DPA jika telah sesuali, )
memaraf, jika tidak dikembalikan untun diperbaiki \; u_u_ﬁ:ng: akhir DPA 15mnt  |DPA Cinas
nas
10 [Menggandakan, mengarsipkan dan mendistibusikan |
. |DPA telah digandakan dan
sesual kebutuhan h DPA Dinas Thar | idistribusikan




2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pergendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangar Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011

4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Fencatatan Sipil

5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Nomor SOP JSOF/DKPS-LPKI2020
Tanggal Pembuatan Juni 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Jun 2020
Disahkan Oleh: Kepala D
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. RE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19855918 160103 2 003
SUBBAG PERENCANAAN Judul SOP Penyusunan Dokumen _uo_u_*wanm: Anggaran (DPA ) SKPD
[Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |1, Memahami peraturan perundang-undangan yang tekait lengan Penyusunan DPA
Nasianal . 2. Memahami tatacara penyusunan DPA

|Keterkaitan ﬂe«n_nﬂiuow_aau“van
- SOP penyelenggaraan rapat 1. ATK
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan




Prosedur Penyusunan Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA ) SKPD

Pelaksana Mutu Baku
No Kasu eterangan
Kegiatan Sekretaris _u.a.ﬂ.n Staf Bidang | Kepala | Kelengkapan | Waktu Output . e
1 |Memerintahkan [Kasubag Perencanaan untuk
mempersiapkan penyusunan DPPA ﬂ Arahan 10mnt  |disposisi surat
2 |Mengarahkan staf untuk membuat format DPPA
Catatan pengarahan 10mnt |Catatan hasil pengarahan
3 [Membuat format DPPA dan menyerahkan kepads bidang ;
_2&_8 untuk diiisi W.quﬁu 30mnt  |Format DPPA
4 [Menyusun rancangan DPPA sesuai dengan format dan
menyerahkan ke Kasubag Perencanaan, Format DPPA 1hari  |Rancangan DPPA bidang
5 |Menghimpun dan merekap rancangan DPPA sesuai
dengan format dan menyiapkan rapatstaf untuk Rancangan DPPA thari  [Rancangan DPPA dines |SCT Penyelenggaraan
membahas rancangan DPPA bidang rapat
6 |Pembahasan Rancangan DPPA Dinas dalam rapat staf
Rancengan DEPA 1hari  |Rancangan DPPA dinas
7 |Memperbaiki rancangan DPPA sesuai dengan hasil rapat
dan menyerahkan ke Sekretaris Ya Rancangan DPPA 1hari  |Rancangan DPPA dinas
8 |Memeriksa rancangan akhir DPPA jika telah sesual, Tidak
memaraf, jika tidak dikembalikan untun diperbaiki Tidak Rancangan akhir 15 mnt Rancangan akhir DPPA
DPPA dinas dinas
9 [Memeriksa rancangan akhir DPPA jika telah sesuai, i
memaraf, jika tidak dikembalikan untun diperbaiki Rancangan akhir .
- e v i DPPA dinas 18mat |DPPA Dines
10 {Menggandakan, mengarsipkan dan mendistibusikan J
: . |DPPA telah digandakan
sesuai kebutuhan h DPPA Dinas 1har | yan didistrribusikan




[Normor SOP "~ ISOP/DKPS-LPRI2020
Targgal Pembuatan Juni 2020
Targgal mosMI
Targgal Efektif Juni 2020
Disahkan Oleh: Kepala Dirgs
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19630914 199703 2 003
SUBBAG PERENCANAAN Judul SOP Penyusunan Rencana Btrategis (Renstra) SKPD

Nasional _ 2. Memahami tatacara penyusunan Renstra
2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintsh
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksznaan Rencana Pembangunan Daerah
3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021
4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tanun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah
5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanazn Pembangunan Nasional |1, Memahar peraturan perundang-undangan yang terkaitflengan Perencanaan pembangunan

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Pembentukan Tim 1. ATK
- SOP penyelenggaraan rapat 2. Komputer

—wo_.__._anﬂ_.. Pencatatan dan pendataan




Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No Kegiatan Kaothag | o nretaris | Kopaia Staf Tim Kelengkapan | Waktu Output "
Perenc. pa
1 |Mengajukan usu an kegiatan penyusunan Renstra kepada Tidak
Sekretaris Telaciahan Stat, KK | 1smnt  [Usulan Kerja
Ya ensta
2 [Memeriksa usulan. Jika setuju menyampaikan kepada )
Kepala Dinas, Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag L] Usulan Kegiatan i R
Perericanaan
3 |Memeriksa usulan. Jika setuju, memerintahkan sexretaris Tidak
membentuk tim penyusun Renstra. Jika tidak ”_.__8_-..“._ umwo_,sﬂss 9 | 15 mnt M”ﬂnﬁ@gmﬁ: yéng
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki e Nops
4 |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk
tim penyusun Renstra IE Usulan xono_nuﬂ_” Yang | 3sm  [Draft SK Tim
5 |Membentuk Tim Penyusun Renstra Draft 8K Tim thari  1SKTim
6 [Melakukan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan SK Tim, bahan-bahan
penyusun Renstra Laporan kinerja 1 hari  |Bahan Renstra
bulanan
7 |Menyusun draft Renstra dan menyerahkan kepada
Kasubag Perencanaan T Bahar Renstra 3har  |Draft awal Renstra
8 |Memeriksa draft Renstra. Jika sesuai d2ngan outline,
memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak
dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki TR Oraft awal Renstra Vhad  |Draft yang sudsh d periksa
) Ya
8 [Memeriksa draft Renstra. Jika sesuai dengan outline,
memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas, Jika D _
tidak dikerbalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk oA yeng 3jam  |Draft Akhir
diperbaiki diperiksa
Jidak
10 [Memeriksa draft Renstra. Jika sesuai dengan outline
menandatangani dokumen Renj. Jika tidek, dikembalikan Draft Akhir 3jam |Dokumen Renstra
kepada Sekretars untuk diperbaiki
11 |Menysrahkan dokumen Rerstra kepada Kasubag
Perericanaan _l Dokurnen Renstra Smnt  |Dokumen Renstra
12 [Menysrahkan dokumen Rerstra kepada Staf
Dokurnen Renstra Smnt |Dokumen Renstra
13 |Mendokumentasikan Renstra

Dokurnen Renstra




Nomor SOP "~ ISOPIDKPS-LPRI2020
Tanggal Pembuatan Juni 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Juni 2020
Disahkan Oleh: Kepala Di
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
. R
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. Amm_n_»..co._ 169103 2 003
SUBBAG PERENCANAAN Judul SOP Penyusunan Rencana Kerjp dan Anggaran (RKA) SKPD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana _
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |1, Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait engan Penyusunan RKA
Nasional 2. Memahami tatacara penyusunan RKA
2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanazn Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapzkall terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011
4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah
5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[Keterkaitan Peralataniperlengkapan
- SOP penyelenggaraan rapat 1. ATK
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan




Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

“Pelaksana Mutu Baku
eterangan
"o Kegiatan Sekretaris xaca.w Staf | Bidang | Kepala | Kelengkapan | Waktu Output . 9
1 |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk
Imempersiapkan penyusunan RKA ﬂ |Arahan 10mnt  |disposisi surat
2 |Mengarahkan staf untuk membuat format RKA
Catatan pengarahan 10mnt |Catatan hasil pengarahan
3 |Membuat format RKA dan menyerahkan kepada bidang- ek
Catatan
bidang untuk diiisi b 30mnt  |Format RKA
4 |Menyusun rancangan RKA sesuai dengan format dan
menysrahkan ke Kasubag Ferencanaan ' Format RKA thari  |Rancangan RKA bidang
5 |Menghimpun dan merekap rancangan RKA sesual )
dengan format dan menyiapkan rapatstaf untuk Rancengan RKA thai |RancanganRKAdinas |SCF Penyelenggaraan
membahas rancangan RKA bidang
8 |Pembahasan Rancangan RXA Dinas dalam rapat staf
Rancangan RKA dinas 1 hari  |Rancangan RKA dinas
7 |Memperbaiki rancangan RKA sesual dengan hasil rapat
dan ke Sekreta
N » Rancangan RKA dinas 1 hari  |Rancangan RKA dinas
8 |Memeriksa rancangan akhir RKA jika telah sesuai,
memaraf, jika tidak dikembalikan untun diperbaiki Rk Ranczngan akhir RKA T Rancangan akhir RKA
dinas dinas
9 [Memeriksa rancangan akhir RKA jika telah sesuali,
|memaraf, jika tidak dikembalikan untun diperbaiki ; Rancangen sk RKA | 40 e o Dines
10 |Menggandakan, mengarsipkan dan mendistibusikan 4 ik o
sesuai kebutuhan . |RKA telah digandakan dan
RKA Dinas 1 hari didistrribusikan




PEMERINTAH KABUFPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP I »
Tanggal Pembuatan Juni 2020
Tanggal Revisi
.ﬂmmmmm_ Efektif Juni 2020
Disahkan Oleh:

SUBBAG PERENCANAAN

Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja |

tansi Pemerintah (1.KjIP) SKPD

asanq Hukum

Kualifikasi Pelaksana

4

2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Nasicnal

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintsh

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Permenpan dan Reformasi Birokras! RI Nomor §3 Tahun 2014 tentang Juknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan susunan perangkat daerah

Peraturan Bupat Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgzanisasi,

dan Fungsi serts Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Memahami peraturan perundarg-undangan yang terkait
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP)
2. Memahami tatacara penyusunan LKjIP

engan Penyusunan Laporan

F»a:ﬁ:u:

eralatan/periengkapan
- SOP penyelenggaraan rapat 1. ATK
2. Komputer
Pencatatan dan pendataan

Peringatan




Prosedur Penyusunan LKjIP

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan an
eg ._Mpo-..”“o Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output Kosesg
1 |Mengajukan usulan kegiatan penyusunan LKjIP kepada Tidak Telaalzhan Staf, KAK,
Sekreiaris P Outiine LKJIP 15mnt  |Usular Kerja
2 [Memeriksa usulan. Jika setuju menyampaikan kepada
f_sum_m Dinas, Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Usulan Keglatan tjam [Usular Kegiatan yang
Perercanaan Ya Hotken Seloaturis
3 |Memeriksa usulan. Jika setuju, memerintahkan sekretaris Tidak —— Ut Waiiaka
membentuk tim penyusun LKjIP . Jika tidak dikembalikan i Yang | qjam |5 egiatan yang
|kepada Sekretaris untuk diperbaiki i diperiksa Kepala
4 |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk Disposis|, usulan S
Jn_._._ penyusun LKjIP hegietin yang 3 e E-uo.“__n. usuian wzo_wn.ha
diperiksa Kepala YOUG pachom iap
M P _
5 |Membentuk Tim Penyusun LKjIP Oraft 8K Tan S -
8 |Melakukan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan SK Tirn, bahan-bahan
penyusun LKjiP _ Laporan kinerja 1hari  |Bahan Penyusun
_ ; bulanan
Men LKiIP enyerahkan kepad
7 _uoaﬂ_,._ ?wncaﬂm_q._ma A danm K8 hepach Kesibag Ya Bahar Penyusun Shar  |Draft awal LKjIP
8 |Memeriksa draft LKjIP . Jika sesuai derigan outline,
memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak
dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki ! Draft awal LKjIP 2jam  |Draft yang sudah diperiksa
Fig—y
9 [Memeriksa draft LK]IP . Jika sesuai dengan outline,
memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika
tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk Oraft yang sudah 2jam  |Draft Akhir
diperbaiki Eagiaa
1 a
10 |Memeriksa draft LKjIP . Jika sesuai dengan outline
menandatangani dokumen LKjIP . Jika tidak,
T_xmq_gs.m: kepada Sekretaris untuk diperbaiki _oaaze: 2jam  Dokumen LKjiP
11 [Menyerahkan dokumen LKjIP kepada Kasubag _
Perercanaan li Dokumen LKjIP 5mnt |Dokumen LKjIP
12 [Menyzrahkan dokumen LK]IP kepada Staf
Dokumen LKjIP S5mnt |Dokumen LKjIP
13 '_._oznoxcﬂo:gwxm: LKjIP LKJIP telah d
igandzkan
Dokumen LKjiP 3jam dan didistribusikan




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

omor SOP_

— /SOF/DKPS-LPR/2020

Tanggal Pembuatan

Juni 2020

Tanggal Revisi

Juni 2020

Tanggal Efekiif
Disahkan Oleh:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL

Kepal

Ir.
NIP. 18630914 199103 2 003

SUBBAG PERENCANAAN

Judul 8OP

Penyusunafpi LKPJ SKPD

|Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Nasicnal

Permandagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Perigendalian dan

Evaluasi Pelaksenaan Rencana Pembangunan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangar Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait an Penyusunan LKP.J
2. Memahami tatacara penyusunan LKPJ

[Retorkatian Peralatan/periengkapan
- SOP penyelenggaraan rapat 1. ATK
2. Komputer
___uuozann_u: Pencatatan dan pendataan




Prosedur Penyusunan LKPJ

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasul Keterangan
ed 23UD30 | Sekretaris | Kepala Kelengkapan | Waktu Output o
1 |Mengajukan usulan kegiatan penyusunan LKPJ kspada Tidak Telaalahan Staf, K
. KAK,
Sekretaris w 15mnt  |Usulan Kerja
== Outlin® LKPJ .
2 |Memeriksa usulan. Jika setuju menyampaikan kepada Ubilen Kadiaia
Kepala Dinas, Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Usulan Keglatan 1jam ik yeng
_1oasnmzmm: F Ya i
3 |Memeriksa usulan. Jika setuju, memerintahkan sekretaris Tidak )
membentuk tim penyusun LKPJ . Jika tidak dikembalikan Usulan Kegiatan yang | .,  |Usulan Kegiatan yang
kepada Sekretar's untuk diperbaiki e Suosieds i Fapein
4 |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk * Disposisi, usulan ) .
tim penyusun LKPJ _nwn_”ﬂa yang 3 Jam %ﬂ;ﬂg keglatan
periksa Kepala Kapoi
5 |Membentuk Tim Penyusun LKPJ Ot SK Tam ohed  [8KTim SOP Pembentukan Tim
6 [Melakukan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan SK Tirm, bahan-bahan |SOP Penyelenggaraan
|penyusun LKPJ . Laporan kinerja 1hari  [Bahan Penyusun Rapat
bulanan
7 |Menyusun draft LKPJ dan menyerahkan kepada Kasub SOP draft Lapora
esispeniioy P 29 Ya — 3hari  [Draft awal LKPJ il !
8 |Memeriksa draft LKPJ . Jika sesuai dengan outline,
memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak
dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki Draft awal LKPJ 2jam  |Draft yang sudah diperiksa
. o
9 |Memeriksa draft LKPJ . Jika sesuai dengan outline,
r.:oz,.n_.ﬁ dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika
tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk Draft yang sudah
petuls -k 2jam  |Draft Akhir
— a
10 |Memeriksa draft LKPJ . Jika sesuai dengan outline
menandatangani dokumen LKPJ . Jika tidak, - )
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Draft Akhir 2jam  |Dokumen LKPJ
11 |Menyerahkan dokumen LKPJ kepada Kasubag
Perencanaan l‘ Dokurnen LKPJ 5mnt  |Dokumen LKPJ
12 |Menyerahkan dokumen LKPJ kepada Staf
Dokurnen LKPJ 5mnt  |Dokumen LKPJ
13 |Menggandakan, mengarsipkan dan mendistribusikan LKP
. J telah digandakan
sesuai kebutuhan Dokumen LIPS 318M | tan didistribusikan




Nomor SOP /SOP/DKPS-LPK/2020

Tanggal Pembuatan Juni 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Juni 2020

Disahkan Oleh:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19630914 199103 2 003
SUBBAG KEUANGAN Judul SOP Pembugtan SPP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

o

: -

2.
3.
4

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

dan Fungsi seria Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dendan Penatausahaan Keuangan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Pembuatan SPM

1. ATK
2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Prosedur Pembuatan SPP

Anggaran

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Bend Operator Kasubag Keterangan
: T Qutput
Pengeluaran SIPKD s Keuangan Kolagiapan Wikt P
1 |Memberikan behan-bahan kelengkapan SPP-Gaji, UP/IGU/TUILS Kwitansi, Daftar
Pembayaran (untuk SPP- Operator menerima
LS Gaji & Tunjangan, 10mnt |bahan-bahan pembuatan
Belanja Pegawai), Lap. SPP
Pertanggungjawaban
e = y dala dan memuoual SFF kemudian menyerahkan
kepada Bendahara Pengeluaran Ya . o tjam  [STP Can
A kelengkapan SPP kelengkapannya
E 1 PP, Jik 5 yang salah dikembalikan kepada n
r C D 1 tinarhaik jika = nar OD
rerhaik Jika sud JTD P o SPP dan
! t2ngani dar wiecrahkan kepada PPTK uniuk disetujui (untuk Tidak SPP dan kelengkapannya | 15 mnt Kslengkapeinya
SPP-LS Belanja Pegawai dan SPP-LS Barang dan Jasa
Na
4 |Memeriksa SPP, Jika sudah benar SPP ditandatangani (untuk SPP-
LS Barang dan Jasa dengan Pihak Ketiga), Jika ada kesalahan
SPP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk - SPP dan
diperbaiki 2 g Tidak Ya SPP dan kelengkapannya [ 10mnt ol LE
5 |Memeriksa kelengkapa SPP, Cheklist dan menandatangani lembar v
penelitian dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Jika
tidak setuju SPP dikembalikan kepada PPTK Tidak SPP dan kelengkapannya | 30mnt |SPP telah disetujui PPK
6 |Mencatat SPP kedalam register SPP W SPP siap diajukan
' Register SPP 10 mnt |kepada Pengguna




Nomor SOF “TSOP/DKPS-LPK/2020
| Tanggal Pembuatan Juni 2020
Tanggal Revisi
[Tanggal Efekiif Juni 2020
Disahkan Oleh; Kepala-£mn
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. RERILZA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19630918199103 2 003
SUBBAG KEUANGAN Judul SOP Pembugtan SPM

Dasar Hukum

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daergh

4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah

6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kualifikasi Pelaksana
emahami peraturan perundang-undangan yang terkait der]

gan Penatausahaan Keuangan

Keterkaitan ralatan/periengkapan
- SOP Pembuatan SPM 1. ATK
2. Komputer
|Peringatan Pencatatan dan pendataan




Prosedur Pembuatan SPM

Pelaksana | Mutu Baku
No Kegiatan Bend. Kasubag | Operator | Pengguna _“_._._ue_o:u_g Keterangan
_ Pengeluaran | keuangan | SIPKD | Anggaran | Umum Kelengkapan Wakty Output :
1 |Mengajukan SPP-UP/GU/TU/LS dan kelengkapannya
kepada Kasubag Keuangan SPP-UP/GU/TU/LS SPP-UP/GU/TU/LS dan
pad 8 ng i dan kelengkapannya & ot kelengkapannya
2 |Memeriksa SPP dan kelengkapannya. Jika ada yang Ya
kurang, SPP dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran
untuk dilengkapi. Jika sudah benar dan lengkap, Kasubag SPP-UPIGUITUILS SFPURGL/TULS dut
Keuangan menandatangani lembar penelitian Tidak il x s 30 mnt  [kelengkapannya yang telah
Kelengkapan SPP da memerintahkan Operator SIPKD . diperiksa
fca_._r meng-entry data dan membuat SPM
J
3 |Meng-entry data dan membuat SPM kemudian
gsuzﬁ..m_._wm: SPM kepada Kasubag Keuangan Tidak SPP nﬂ”n. . 30mnt [SPM dan kelengkapannya
4 |Memeriksa SPM, Jika ada yang salah dikembalikan
kepada Operator SIPKD untuk diperbaiki. Jika sudah SPM dan
benarSPM diparaf dan diserahkan kepada Pengguna Ya Jxago_sun::ﬁ 15mat  [SPM dan kelengkapannya
Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani
5 [Memeriksa SPM. Jka tidak setuju, SPM cikembalikan Tidak Ya
kepada Kasubag Keuangan, Jika setuju, SPM
ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubag |SPM dan 45mnt [SPM dan kelengkapannya
Keuangan untuk ditindakianjuti kelengkapannya yang telah disetujui
6 |Menyerahkan SPM kepada Fungsional Umum untuk [ SPM dan
dicatat dalam register kemudian disampaikan kepada alendki omnt |SPM dan kelengkapannya
|Badan Keuangan ] Vez m_.oﬂ..n._.ﬁ vang | 10 Lang telah disetoui
7 |Mencatat SPM kedalam register dan menyampaikan SPM SPM dan SPM tercatat dalam
Badan Keuangan kelengkapannyayang | 15mnt |register dan telsh
telah disetujui disampaikan ke DPPKAD




dan susunan perangkat daerah
6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

omor SOP TSOPIDKPS-LPK/2020
J.mhmm_ Pembuatan Juni 2020
anggal Revisi
anggal Efektif Juni 2020
Disahkan Oleh:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL i 10hee
SUBBAG KEUANGAN Judul SOP Laporan Pertanggungjawaljan Bendahara Pengeluaran
[Dasar Hukum _:ﬁ_s_a-_ Pelaksana
1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemearintah Daerah Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait denggn Penatausahaan Keuangan
2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Keterkaitan eralatan/perlengkapan
- SOP Pembuatan SPP 1. ATK
- SOP Pembuatan SPM 2. Komputer
- SOP Pembuatan SPJ
Pencatatan dan pendataan

Peringatan




Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Bend. Pembantu | Kasubag Keterangan
Pengeluaran | Bendshara | keuangan KPA/PA Kelengkapan Waktu Output
1 [Memerintahkan Pembantu bendahara untuk membuat Laporan
Pertanggungjawaban ﬂl [BKU can Buku pembanty | oL
lainya
2 [Mengentry data dan membuat SPP kemudian meryerahkan kepada
Bendahara Pengeluaran Ya BKU dan Buku pembantu 18 jam |Craft Laporan
lainnya Pertanggungjawaban
3 |Memeriksa draft Laporan Pertanggungjawaban Belanja. Jika sudah
benar, draft Laporan Pertanggungjawaban ditandatangani dan Draft Laporan
diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi. Jika ada Tidak Draft Laporan 1jam  |Pertanggungjawaban
kesalahan dikembalikan kepada Pembantu Bendahara untuk Parianggundiewsben ditandatangari
diperbaiki Ya
4 [Memeriksa draft Laporan Pertanggungjawaban Belanja. Jika sudah
benar, draft Laporan Pertanggungjawaban ditandatangani dan
diserahkan kepada Pengguna Anggaran. Jika ada kesalahan Burdel SPJ dan draft ) Craft Laporan
dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki TIaaR Ya |Laporan & jam anﬁanu::aug
Perianggungjawaban telah diverifikasi
5 |Menelaan draft akhir Laporan Pertanggungjawaban Belanja. Jika
setuju ditandatangani. Jika tidak setuju draft akhir Laporan et S Laporan
Pertanggungjawaban Belanjadikembali<an kepade Bendahara Ti Per:anggungiawaban 8jam  |Pertanggungjawaban
Pengeluaran melalui Kasubag Keuangan untuk diperbaiki vang telah diverifikasi belanja telah sah
6 |Menyampaikan Laporan Pertanggungjewaban Belanja kepada Laporen
Bupati C.q.Kepala Badan Keuangan, dan mengajukan SPP-GU Laporan Pertanggungjawaban
Perianggungjawaban 15mnt |Belanja
belanja telah sah didokumentasikan dan
diajukan SPP-GU nya




omor SOF ~ /SOP/DKPS-LPRI2020

Hm?ln.mumhmmsccams Juni 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Juni 2020

Disahkan Oleh: Kepala Dings

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A 25
SUBBAG KEUANGAN Judul SOP Verifikasi SPJ
_wm!._. ‘Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan

2 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Permendagri No 556 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh'Kota No.15 Tahun 2016 tentang Perbentukan

dan susunan perangkat daerah

6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

wn

[Keterkaitan Peralatan/periengkapan
- SOP Pembuatan Laporan Keuangan 1. ATK
- SOP Pembuatan SP 2. Komputer

{Peringatan Pencatatan dan penclataan




Prosedur Verifikasi SPJ

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
€9 _xl" E.-n_. Pengguna Anggaran Kelengkapan Waktu Output v
1 |[Membuat dan menyerahkan SPJ yang lelah dilaksanakan pada

Subag Keuangan untuk diperiksa dan diverifikasi kebenaran dan Kwiansi Pembayaran dan| | Mﬁauncimzngz
keabsahan serta tingkat kewajarannya kelengkapannya Belanja (SPJ)

2 [Memriksa dan Verifikasi keabsahan, tingkat kewajaran dan
kelengkapan SPJ dari PPTK. Kalau sudah lengkap dan benar, Kwitansi Pembayaran dan sPy sudah
diteruskan kepada Pengguna Anggaran dan kalau belum f_s_o:nx%n:aﬁ - S n_.a_w__nﬁ-mu_
dikembatikan pada PPTk urtuk diperbaiki

3 [Meneliti keabsahan, kewajaran dan kelengkapan $PJ. Kalau ) _
disetujui ditandalangani. Jika tidak setuju dikembalikan pada PPTK Kwitansi Pembayaran dan smnt |SPY yang telah disahkan

melalui Kasubag Keuangan

*

__ﬁe.axnu%:ﬁ

dan ditandatargani PA

Menerima SPJ yang telah diverifikasi dan ditandatangani Pengguna
Anggaran untuk diperbaiki jika masih ada yang salah dan diteruskan
kepada Bendahara Pengeluarkan untuk dibayarkan GU nya.

Kwitansi Pembayaran dan
kelengkapannya

S5mnt |

SPJ sudah bisa
dibayarkan dengan GU




mor SOP ~ JSOP/DKPS-LPRIZ020

| Tanggal Pembuatan Juni 2020

 Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Juni 2020

Disahkan Oleh: Kepala Di

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. REF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19630914 [/99103 2 003
SUBBAG KEUANGAN Judul SOP Pembuatan Lappran Keuangan

|Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuengan Daerah

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tzntang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 Peraturan Bupat Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait denabn Penatausahaan Keuangan

- SOP Pembuatar SPJ

Keterkaitan latan/periengkapan
- SOP Pembuatar Laporan Realisasi Anggaran 1. ATK
- SOP Verifikasi SPJ 2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kepa Keterangan
g _— ﬁ_”. Filtasionel | Sekretarls _E..n..s Kelengkapan | Waktu Output .
1 |Memerintahkan Fungsional Umum untuk menghimpun bahan-bahan
untuk penyusunan Laporan Keuangan ﬂ Disposisi Smnt |Kesedizan
2 |Mengumpulkan bahan-bahan dari Bencaharawan Pengeluaran dan . Bzhan-bahan
Pemegang Barang dan menyerahkan kepada Kasubag Keuangan Ya W-cﬂﬂ%:%: Kesubeg 1jam  |penyusunan Laporan
gﬁm:
3 [Memeriksa dan riengolah bahan-bahan dari Fungsional Umum
untuk membuat draft Laporzn Keuangan, dan memerintahkar: !
Fungsional Umum untuk mengetikan WI . —m&ﬁ:ﬁﬁ”ﬁcg 200 Dok Lapora e
4 [Membuat/mengetik Draft Laooran Keusngan dan renyerahkan _
kepacda Kasubag Keuangan
" Tidak W”ﬁmﬂ:n“”wﬁciz 1harl  |Draft Laporan [<euangan
5 [Memeriksa Draft Laporan Keuangan, Jika sudah banar, draft diparaf,
disampaikan kepada Sekretaris. Jika ada kesalahan dikembalikan Draft Laporan Keua
kepacia Fungsional Umum untuk diperbaiki Ya Deaft Laporan Kesangan | fam Lo n_hoh -
8 [Memeriksa Draft Laporan Keuangan, Jika sudah banar, draft diparaf i Tidak
dan disampaikan kepada Kepala Dinas. Jika ada kekurangan
2 Drafl L Ke Draft akhir ran
dikembalikan kepada Kasubag Keuangan untuk diperbaiki Ya | nﬂohz 4angan | 30 mnt zms_uﬁ: Lapo
7 |Memeriksa Draft Laporan Keuangan, Jika setuju draft ditandatangani
dan diserahkan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti dan jika ada )
kekurangan draft dikembalikan kepada Kasubag Keuangan melalui Tidak Oraft akhir Laporan 15 mnt Hvoa,.,_ xn.:.”som: e
Sekretaris untuk diperbaiki - -y i
1
8 |Mendisposisikan Laporan Keuangan kepada Kasubag Keuangan
Lapcran Keuangan yang 15 mnt Laperan Keuatigan yang
telah disetujui ltelah disetujui
9 [Memerintahkan Fungsional Jmum untuk menyampaikan Laporan e . % e
Keuangan kepada Bupati C.q.Kepala Badan Keuangan dan peran ngan yang poran Keuangan yang
:._a:nﬂmc_._._m.nmm_wm:ﬂ_ﬂw ! e ielah disohujul > tlan disetui
10 |Mendokumentasikan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Lapcran Keuangan yang 10 mnt didokumentasi<an dan
telah disetujui disampaikan ke
|DPPKAD




Nomor SOP _JSOPILRPS-LPK/2020
Tanggal Pembuatan Juni 2020
Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif Juni 2020
Disahkan Oleh: Kepala Di
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19630014/199103 2 003
Pembuatan Laporan Realisasi A ran (LRA)
SUBBAG KEUANGAN Judul SOP
|Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Mo.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Caerah Mermzhami peraturan perundang-undangan yang terkait dengah Penatausahaan Keuangan

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Peraturan Daeral Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan susunan perangkat daerah

6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

o it o

(4]

Keterkaitan ﬁﬂmai_n__w_:.z_.“.o1¢_..m.‘_ﬁvn:
- SOP Pembuatan Laporan Keuangan 1. ATK
- SOP Pembuatan SPJ 2. Komputer

|Peringatan Pencatatan dan pendataan




Prosedur Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pelaksana Mutu Baku

No xﬁﬂmﬂﬂ.—u Kesubag Fungsional Kepala xa&a:ﬂﬂ:
Keusngen Umum | Sekretaris Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengumpulkan data-data
untuk pembuatan draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
mengolah data untuk dijadikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ﬂ | Disposisi Smnt |Kesediaan
2 |Membuat dan menyerahkan draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
kepada Kasubag Keuangan Ya ...ﬂun yang teaih 2jam  |Data yang ekan diolah
3 |Memeriksa draft LRA. Jika tidak setuju dikembalikan kepada
Fungsional Umum untuk dilengkapi, Jika setuju data tersebut
dilanjutkan kepada Sekretaris 4 Tidak Dala yang akan diolah 1jam |Data yan; telah diolah
4 |Menelaah draft LRA. Jika tidak setuju draft LRA dikembalikan kepada Ya
Kasubag Keuangan untuk diparbaiki. Jika setuju Sekretaris memaraf
dan menyerahkan draft LRA kepada Kepala Dinas Ya |DrafilrA 201 nuu wzx_} yang telah
isety
5 |Memeriksa Draft Akhir LRA. Jika tidak setuju dikembalikan kepada
Sekretaris untuk diperbaiki. Jika setuju Kepala Dinas
menandatangani dan menyerahkan LRA kepada Sekretaris k Draft Akhir LRA 30mm  |LRA yang telsh disetujui
6 [Mendisposisikan |.aporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Kasubag
n
Keuanga Disposisi dan LRA Smnt |LRA
7 |Memerintahkan Fungsional Umum untuk mendokumentasikan
Laporan Realisasl Anggaran (LRA)
LRA Smnt |[LRA
8 |Menyampaikan dzn mendokumentasikan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) LRA 10mn:  |Catatan




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan Juni 2020
Tanggal Fevisi
Tanggal Efektif Juni 2020
Disahkan Oleh: Kepala S
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
. Ir., LZA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19630914 199103 2 003
SUBBAG KEUANGAN Judul SOP Pembudtan SPJ

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri No 56 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No,15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan perangkat daerah

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait denfian Penatausahaan Keuangan

Keterkaitan ﬂoinﬂ:io.._gmmmﬁ:
- SOP Pembuatar: Laporan Keuangan 1. ATK
- SOP Verifikasi SPJ 2. Komputer
Toi:ﬁnﬂ.: Pencatatan dan pendataan




Prosedur Pembuatan SPJ

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Bend. Kasubag | Pengguna | Pembantu Keterangan
sonaskinen PPTK , % Likasiaran | Sondeers Kelengkapan Waktu Output
1 [Memberikan panjar kepada masing-masing PPTK
' Tanda terima Panjar 10 mnt Mﬂunnﬂ:h“ N PPTK
2 |Melaksanakan kegiatan dan membuat bukti-bukti | I
pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan DPA kemudian Relatif o
menyerahkan bukti-bukti pertanggungjewaban kepada Ya ou».hws.nns_mﬂ (tergentung lw” _M_-%éorﬁn:ﬂﬁ.___ﬁ:-_
Kasubag Keuangan untuk dverifikasi pendukung kegiatan | 'y egiatan) oK
3 |Memverifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban. Jika ada Relatif
kesalahan atau tidak lengkap dikembalikan kepada PPTK |sPJ Pengeluaran (tergantuk {SFJ Pengeluaran (Kwitansi
untuk diperbaiki dan dilengkapi. Jika sudah benar dan Tidak (Kwitansi dan batyaknya {dan kelengkapannya) yang
lengkap SPJ diparaf kemudian diserahkan kepada PPTK kelengkapannya) SPJyang [telah diverifikasi
diverifikasi)
E _swzxwizxm: .mn._ kepada Pengguna Anggaran untuk SPJ Pengeluaran SPJ P an (K
disetujui dan ditandatangani (Kwitansi dan i 7
Ya kalongkapannys) yang 10 mnt .ns_._ xe_a_._nwnﬁm.::wz yang
stk i telah diverifikasi
5 |Memriksa dan menyetujui SPJ. Jika tidak setuju
dikembalikan kepada PPTK Jika setuju SPJ SPJ Pengelusran SPJ Pengeluaran (Kwitansi
ditandatangani dan diserahkan kemball kepada PPTK L -t (Kwitansi dan 15mnt  |dan kelengkapannya) yang
kelengkapannys) yang Is.m: disetujui
telah disetujui
1
] _”____o:wm.o}mz SPJ kepada Bzandahara Fengeluaran untuk SPJ Pengeluaran s can (K
eyaican (Kiviiane} aiin Smnt  |den kelengkspannye) yang
kelengkapannya) yang telh disetujui
[telih disetujui

7 |Mencocokkan SPJ dengan Panjer. Jika jumiah SP.J

melebihi panjar, Bendahara Pengeluaran membayar
kekurangan dananya. Jika jumlah SPJ kurang dari panjar, |sPJ E:.nn_..ﬁaa Menandatangani Kwitansi
PPTK menyetorkan kembali kelebihan dananya kepada _ﬁﬁu_ nﬂzé 20mnt  |dan melakukar
Bendahara Pengeluaran, Kemudian SPJ diserahkan Lietah di ..ng_ jul yang pembayaran
kepada Pembaniu Bendahara untuk dibukukan
8 |Mendokumentasikan SPJ $PJ Pengekueran
(Kvtansi dain Smnt  |Dokumentasi SPJ
’ kelengkapannya) yang | 2

_E..: disetujui




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP . /SOP/DKPS-LK/2020

TGL. PEMBUATAN . Juni 2020

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF i Juni 2020

DISAHKAN OLEH “ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ir. ZA
NIP. 196309144199103 2 003

NAMA SOP . Alur Bidang PelayananfPendaftaran Penduduk

| DASAR HUKUM:

-

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-undang Nomor 23 1 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
aran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

ran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi
ia Nomor 5 Tahun 2016.

5y T

n 2011 Tentang Pedoman dan

Lima Puluh Kota;

Memahami Administrasi Perkantoran.
Memahami tata naskah dinas

etahui Tugas dan Fungsi Sistim dan Prosedur Pelayanan

ol b

iampu Berkewajiban Memberikan Pelayanan Maksimal Kepada
Masyarakat

| KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga
| 2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
3. SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

4. SOP Penerbitan SKPWI

Term of Refference
Komputer
Scanner

Aplikasi SIAK

ETREN g

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:




Bagan Alur SOP P Kartu K ga
Mutu Balku
Kas| melakukan
vitas Masyarakat/Petugas Persetujuan Kabid
i At Paten Potagae pengawasan untuk | ;o) pencususian | petugas | Kepala Dinas | Masyarakat |  gelengicapan | Waktu Output
Kecamatan/Nagart | OPeFtor | PengajeanTTR hasil | ™oy yogy,
entri dari Operator Registras! Paten/nagari
1 |Masyarikat/Petugas Paten K an i KK dan Ka
Pelayanan Melalui smartdukcapil Mendaftar Sehari _ T KK akan TTE 1 Harl re
Sebelum Berurusan ke Dinas Kependudukan dan yang TTE |Siap 1 Ha Pelayanan
Pencatatan Sinll
2 |petugas Operator melakukan ferifikasi bahan jpendukung —_—
kartu Keluarga dan lansung mengajukan persentujuan ke KK yang akan TTE |Siap 1 Harl P EQEB_EE
|Eseton 1v
3 |eselon iv/Kasi melakukanpengzjuan  ferifikasi [ s
pengawasan ) hasil dari pengajuan Operator ke Kepala KK yang akan TTE |Siap 1 Harl |~ o5 s
Bidang yanan
4
KK yang telah
IKepala Bidang Pendsftaran Penduduk Melakukan
| pengajuan TTE ke Kepala Dinas KK yang akan TTE |Siap 1 Hari ” i
5
Petugas registrasi mengambil Dokumen yang telah
diproses cleh operator serta melakukan menyerahkan N b po—_—
untuk pemeriksaan oleh “asi pindah datang penduduk,Kasi P m— v~ yang te
Identitas Penduduk.dan Kabid Dafduk,usulan Melslul TTE yang "
lansung ke kepala Dinas Untuk persetujuan ditanda tandatanga
tangani
6
Dokumen yang telah di cetak Petugas Arsip penyimpan . 4 KK yang telah
dokumen kependudukan yang telah disanda tangini clen - T e st yang
kepala Dinas serta melakukan pemlahan menempatkan yang i
pada wilayah kecamatan dan nagari masing masing gan
q 3
Masyarskat dan petugss Paten Kacamatan datang ke .maaﬁm\”a:”_wr“u KK yang telah
Loket pznyerzhan Do n untuk gambil dob ! Evn:_uos Siap 1 Hari di
yang telsh siap serta membawa Kopizn datz Pendudukung. vmgmwﬁﬁs tandatangani

Payakumbu Januari 2021

Ir.REFILZA
NIP...96309141991032003

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




SOP Surat Keterangan Pindah Datang

Mutu Baku
No. Aktivitas Masyarakat/Petugas ”._n" _.__.Bnh_ mm.uu Petugas Petugas | Parafkasi | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Paten Kecamatan | P° Sorins Operator | Registrasi | dan Kabid | Dinas pa
1
Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan datang ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaluil J“Mwwﬂ»m”mamnwﬂ Stan Mt m“,“ma“mnmuﬁbmﬂ”_.:
Pusat Informasi pemeriksaan berkas dokumen F Wun : o P w_ﬁun_mﬂswms_
Kependudukan. gan 8
* [Pegns regstrast matakukan vendks dan vais! Pindah yang bt [Siap 1 Hari [podah yang e
data penduduk — &nmunugmg, ditandatangani
3
Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan memasuk<an
surat keterangan surat keterangan
bahan Kartu Kelusrgs hepetugas Operator untuk | pindah yang belum | Siap 1 Hari |pindah yang belum
diproses pencstakan berdasarkan Nomer Loket yang| ditandatangani iisandatanaari
te ah ditandai oleh Petugas pusat Informasi. gan 23
4
Setelah petugas Operator melakukan penceta<an
Dokumen Kartu Keluarga, Masyarakat/Petugas Paten surat keterangan Siap 1 Hari surat keterangan
Kecamatan melaporkan ke petugas Fegistrasi untuk Pindah 1ap L Harl 1o dah
dicatat dalam buku harian.
5 Petugas registrasi mengambil Dokumen yang telah
diproses oleh operator serta menyerahkan untuk
pemeriksaan oleh Kasi pindah datang penduduk,Kasi M__”Mwuimqgmg Siap 1 Hari Mﬂﬁmsazﬁn
Identitas Penduduk,dan Kabid Dafduk, untuk diserah o
ke kepala Dinas Untuk ditaada tangani
6
|Petugas Arsip penyimpan dokumen kependudu<an
yang telah ditanda tangani oleh kepala Dinas serta| v rat keterangan Siap 1 Hari surat keterangan
melakukan pemilahan menempatkar pada wilayah Pindah P Pindah
kecamatan dan nagarl masing masing
7 kat d P K d ks
Masyara an petugas Paten Kecamatan datang ke
Loket penyerahan Dokumen untuk mengambil Wﬁmwwmnmqm:mmb Siap 1 Hari wﬁ”m“mﬁﬂmammu

dokumen yang telah siap.




SOP Surat Keterangan Pindah

Mutu Baku
Petugas
No. Aktivitas Masyarakat/Petugas Petugas Petugas Paraf kasi Kepala
pemeriksaa 'Kelengkapan aktu Output
Paten Kecamatan ber} R Operator Registrasi dan Kabid Dinas w u
1 Masvarakat/Petugas Paten Kecamatan datani ke ”ﬁp___un“__”auu.ﬁ _uq__u 2y surat keterangan
sy Kot S & sgdbmnces — 1 Gtandatungant | [Siap 1 Hari [PPORYaNE
Pusat Informasi pemeriksaan berkas dok P belum
Kependudukan, ditandatargani
2 : surat keterangan surat keterangan
_.vnn.._w& registrasi melakukan verivicasi dan validas! pindah belum |Siap 1 Hari pindah yang
e pendudyi IJ ditandatangani belum
3 & surat keterangan
|Masvarakat/Petugas Paten Kecamatan memasikkan s pindah yang
bahan Kartu Keluarga kepetugas Operator untuk .ww_wuwgﬁ_.“ﬁaﬁ Siap 1 Hari |Pelum
diproses pencetakan berdasarkan Nomaor Loket yang| ditandatangani P ditandatar gani
telat ditandal oleh *etugas pusat Informasi,
4
h petugas Operator melakukan pence:akan
Dok Kartu Keluarga, Masy t/Petugas Paten| _ surat keterangan Siap 1 Hari surat keterangan
Ket 1 melapcrkan ke petugas Registrasi untuk Pindah tap 1 Har 1pindan
dicatat dalam buku haian.
5 |Petugas regl i mengambil Dok yang na—-” ik
diproses cleh operator serta menyerahkan untu
pemariksaan oleh Kasi pindah datang penduduk Kasi e 8" ISiap 1 Hari |Keterangan
Ideitas Pendudub.dan Kabld Dafduk, untuk diserah Pindah
ke kepala Dinas Untuk ditanda tangani
6 surat keterangan
Petugas Arsip peryimpan dokumen kependuciukan) Pindah
yang telah ditanda tanganl oleh kepala Dinas serta t keterangan :
lakuian pemitah kan pada wilayah dah Siap 1 Hari
kecamatan dan nagari masing masing
7
|Masvaraka: dan petugas Paten Kecamatan data g ke
loket penyershan Dokumen untuk mengambilf ﬁ“wz_sgﬁ Siap 1 Hari M:.”ww_ﬂﬁﬁ_nn:
dok. men yang telah siap.




'Bagan Alur SOP pelayanan Kartu Penduduk Elektronik

Mutu Baku
Pemohon/Petugas Paraf kasi Kete s
No. Aktivitas pemeriksaan | Petugas Petugas Kepala Kelengk waktu Output ranga
wnﬂ_ﬂnﬁu_ o berkas Pelayanan| Registrasi -N.ﬂ“_. d Dinas e P
|Masyarakat,Petugas Paten Kecamatan dan Ktp el yang akan it
| |Neseri melakukan permohanan - pembuatan — “ . ditandatangani .. .o | Penduduk
Dokumen Kependudukan seperti <K melalui Elektronik
|Online Smarddukcapil “ - .
- Ktp el yang akan rtu tanda
2 Petugas Operator :..m_m__mc_ﬁ_._ pemeriksaan ditanda ni |15 Menit Penduduk
berkas yg masuk melalui Online Elektronik
\ 4 Kartu tanda
; [Petugas Operator mengajukan permohonan Ktp el yangakan |, ¢ ypenit | - Penduduk
untuk dilakuksn pencetakan ditandatangani Elektronik
J
Kartu Pelayanan ro—
4 vﬂ_.ﬁmm_ _”@h_ma.um“, melakuksn pencatatin Dokumen ““w._sxg_l Yang |15 Menit | Penduduk
yang telah di ceza .
ditanda Elektronik
Kartu tanda
5 Kepala Bidang melakukan pengawasan Dokumen —l‘l Mﬂ mwwﬂnw mrm._._ 15 Menit |  Penduduk
yang masuk Lo e Elektronik
@ Ktp el yang akan K 4
i rtu tanda
¢ |Petugas registrasi mencatat dokumer yang telah ditandatangani ittt ] Penedd
di cetak oleh cperator Elektronik
Masyarakat dan petugas Paten Kecamatan dan Berkas/formulir Kartu tanda
7 ZNWN..M datang ke Loket Untuk gﬂswﬂa_um_ ﬁ&ﬂaogaﬁ dan 15 Menit Penduduk
dokumen yang telah siappenyerahan Dokumen __ _A kelengkapan Elektronik
untuk mengamhil dokumen vang telah sian —Dersvaratan
Payakumbuh Januar]
Kepala Dinas Kependudukan gt tatatan Sipil

NIP.196309141991032003




oerkas yg masuk melalul Online

Masyarskar dan petugas Paten Kecamatan dan
Magari datang ke Loket peryerahar Dokumes|
untuk mengambil ¢okumen yang telah siap.

i

e

tjubian p pemeriksann yang sudah
bahas yeng sudah di entri|  di

ks (Fe| s

Is

ks

i

is

I




Bagan Arus SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Mutu Baku
Masyarakat/Petugas Petugas
No. Aktivitas i Keterangan
Kecamatan dan pemeriksaan Packiey Kelengkapan | Waktu Output
dan Kabid
Nagari berkas
Ktp el yang akan
Masyarakat/Petugas Pazen Kecamatan dan Nagari proses
: Ktpel dan
1 |melakukan Pelayanan Melalui smartdukcapil Sia 1 Hari Kartu
Mendzftar Sehari Sebelum Berurusan ke Dinas Pl
Kependudukan dan Pencatatan Sipil L
Ktp el yang akan
_ i roses Ktp el dan
2 Petugas Operator melakukan ferifikasi bahan p Sia 1 Harl Rart
pendukung KTPel untuk di proses Pelayanan
Ktp el yang akan
Kasi melakukan Pengawasan terhadap pencetakan _ roses Ktp el dan
Sia 1 Hari Kartu
KTPel
Pelayanan
@ Ktp el yang di Ktp el yang
¢  [Petusas Arsip penyimpan dokumen keoendudukan yang cetak Sia 1 Hard telah di cetak
te ah melakukan pencetakan Ktp-el
Payakumbu Jariuayi 2021

I,

NIP.196309144991032003

din Pencatatan Sipil




SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang

NIP.19630914§991032003

Mutu Baku
Nao. Aktivitas Masyarakat/Petugas | Petugas Petugas | Parafkasi | Kepala ) Ou Keterangan
Paten Kecamatan Operator Registrasi | dan Kabid | Dinas ke pan Vel ™
1 Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan i
melakukan Pelayanan Melalui  smartdukcapil surat keterangan surat keterangun
Mendaftar Sehari Sebel & ke Din pindah yang belum |Siap 1 Hari |pindah yang belum
Dpasar UM EEfilfusan-xe as ditandatangani ditandatangani
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 |Petugas Operator melakukan ferifikasi bahan surat keterzngan surat keterangan
pendukung kartu Keluarga dan lansung P pindah yang belum |Siap 1 Hari [pindah yang belum
2 ; n I\ ditandatangani ditandatangani
3 |Eselon IV/Kasi melakukanpengajuan ferifikasi (
pengawasan ) hasil dari pengajuan Operator ke surat keterangan surat keterangan
Kepala Bidang pindah yang belum | Siap 1 Hari | pindah yang belum
ditandatangani ditandatangzni
4
\ 4
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Melzkukan surat keterzngan Siap 1 Hari [ keterangan
|pengajuan TTE ke Kepala Dinas Pindah p Pindah
5 |Petugas regisirasi mengambil Dokumen yang
telah diproses oleh operator serta melakukan H'I
menyerahkan untuk pemeriksaan oleh Kasi surat keterangan Siap 1 Hari surat keterangan
pindah datang  penduduk,KKasi  ldentitas| Pindah Pindah
Penduduk,dan Kabid Dafduk,usulan Melalui TTE
6 |Petugas  Arsip  penyimpan  dokumen
kependudukan yang telah ditanda tangani oleh H
kepala Dina¢ serta melakukan pemilahan h 4 h:quuxmﬁmumms Siap 1 Hari Mﬂ”_w”msﬁunﬁ
menempatkan pada wilayah kecarnatan dan
nagari masing masing
7 |Masyarakat dan petugas Paten Kecamatan
datang ke Loket penyershan Dokumen untuk surat keterzngan Siap 1 Hari surat keterangan
mengambil dokumen yang telah siap serta Pindah p Pindah
membawa Koplan data Pendudukung.
Payakumbu ahi 2021
Kepala Dinas Keperd gen Pencatatan Sipil
./
Ir.REF|EZA



Bagan Arus SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Mutu Baku
Masyarakat/Petugas Petugas
No, Aktivitas raf Keterangan
Kecamatan dan Nagari | pemeriksaan M“_- Nmr”n Kelengkapan | Waktu Output
dan Sekolah sekolah berkas
KIA yang akan
Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan dan Nagari proses
1 melakukan Pelayanan Melalui smartdukcapil KIA dan Kartu
Mendaftar Sehari Sebelum Berurusan ke Dinas Pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KIA yang akan
, |Petugas Operator melakukan ferifikasi bahan hroses KIA dan Kartu
|pendukung KTPel untuk di proses Pelayanan
KIA yvang akan
Kasi melakukan Pengawasan terhadap pencetakan _ Toses KIA dan Kartu
KTPel Pelayanan
Vv KIA yang di cetak KIA yang telsh
6 Petugas Arsip penyimpan dokumen kependudukar yang| di cetak
telah melakukan pencetakan Ktp-el




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Jendral Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92179

Nomor SOP : SOP/DKPS-LK/20

Tanggal Juni 2020
Pembuatan

P
Di Sahkan xn%_ﬁ*
Oleh

Ir. REFRLZA

NIP. 19630914 *osw 2003

SOP Administrasi Persuratan (surat masuk dan sfirat keluar)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

2 Peraturan Presiden Rl No 81 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Biokrasi

3 Permenpan Nomor 80 tahun 2012 entang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2008 Tentang
Pedomnan Umum Reformasi Birokrasi

5 Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

6§ PERKA ANRI 20 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan unit kearsipan pada

lembaga negara

1. 51 Sederajat
2. SMA Sederajat

Keterkaitan

Per alatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif (SOP/DKPS-LK/20)

Peralatan Komputer, Kertas, printer, alat tulis, Peraturan serta Buku pedo
penjaminan mutu(SAPM) edisi 3 tahun 2018;

man standar sertifikasi akreditasi

Per ingatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Arsip Bagian Umum Dan Kepegawaian




Kasubag Mutu Baku
Aktivitas Staf Umum dan Sekeretaris| Kepala Persyaratan /
3 i Waktu ut
Kepegawaian dinas Kelengkapan Output
|IA. SURAT MASUK

a). Menerima dan meneliti surat dan Buku Agenda Surat| 30 Menit| Surat Masuk Tercatat dalam Buku Agenda Surat Masuk

mengembalikan surat yang salah Masuk

alamat. Kartu Kendali,
b). Mencatat surat masuk ke dalam buku Lembar Disposisi

agenda surat masuk dan memilah surat Lembar Pengantar,

gnn_wa,mag sifatnya, rahasia, penting Lembar Surat

atau biasa. Rahasia
c). Hﬂbﬂmﬁ. n m:am»ah EDEW”_" ke Mcm_xhuw -_.n_.___wvmq _— aleiy

sposisi pada surat tersebut untu

selanjutnya disampaikan ke Kepala Sub. stampel RA A

Bagian Umum dan Kepegawaian
a). Kepala Sub. Bagian Umum dan Buku Agenda Surat| 30 Menit| Berkas Surat Masuk

Kepegawaian mengkoreksi surat Masuk, Surat

tersebut. Masuk Lembar
b). Meneruskan surat kepada Sekretaris. Disposisi
Sekretaris mensortir Surat untuk Berkas Surat 30 Menit| Terdisposisi ke Kepala Dinas
diserahkan kepada Kepala Dinas Masuk
Ketua Mendisposisi Surat Dan = H Terdisposisi ke 30 Menit| Terdisposisi ke Sekretaris
Mengembalikan Kepada Sekretaris. Kepala Dinas,

Lembar disposisi

a). Surat kembali ke Sekretaris le Terdisposisi ke 30 Menit| Berkas Surat Masuk terdisposisi

untuk didisposisi. Sekretaris
b). Oleh Seckretaris dikembalikan ke Sub.

Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub. Bagian umum dan @'.L Berkas Surat 30 Menit| Surat masuk diterima sesuai yang berwenang, tanda terima surat
Kepegawaian mendistribusikan ke masing- Masuk terdisposisi,
masing bagian. tanda terima surat

i
Menyimpan/mengarsipkan surat masuk _ Berkas Surat 30 Menit| Arsip
yang telah selesai pemrosesannya Masuk, tanda
menurut tata cara yang telah ditetapkan. terima surat
B. SURAT KELUAR
Kasubag Mutu Baku
No. Aktivitas Staf Umum Sekeretaris | Kepala
Dinas
K dan . Persyaratan / Wakt Output
epcgawal Kelengkapan - Lt e




a) Menerima dan meneliti surat

Buku Agenda Surat
Keluar, Lembar

30 Menit

Surat Keluar Teracat
dalam Buku Agenda Surat

Mengirimkan Surat keluar ke Jasa
Pengiriman Surat

terklasifikasi

dan mengembalikan yang salah i ot
2 il Disposisi Keluar
b) Mencatat surat keuar kedalam aplikai
surat dan
buku agenda surat keluar dan memilah
surat
c) Mencatat surat keluar kedalam lembar
disposisi pada surat tersebut untuk
selanjutnya diserahkan ke Kasubbag Umum
dan Kepegawaian
Surat Keluar diklasifikasikan sesuai dengan Surat Keluar 30 menit | Surat keluar terklasifikasi
jenis surat Teracat dalam
Buku Agenda
Surat Keluar,
Kartu
kendali surat keluar
Surat keluar 30 menit | Bukti Kirim, Arsip




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor SOP /SOP/DKPS-LPK/2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA

Tanggal Pembuatan Juni 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Juni 2020

Disahkan oleh Kepala s

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Judul SOP Pembuatan $urat Izin Cuti

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

2.Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah.

4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi,dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan
kepegawaian
- Memahami tatacara pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan

vmﬂm_mﬁmzmumlm:m__nmum:

SOP Cuti Pegawai

- Komputer dan kelengkapannya
- Buku Pedoman aturan Kepegawaian

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Cuti Pegawai harus di ketahui oleh atasan langsung

Buku Pedoman Tata Cara Naskah Dinas




Pelaksan _ Mutu Baku
No. Aktivitas Petuga [Analis |Kasubbag Kabag Kakanwil |Persyaratan/ |Waktu Output
S Perlengkapan
l 1

1 |Menerima dan mencatat surat Surat 5 Diterimanya surat
permohonan cuti dari pegawai permohonan cuti |menit permohonan

2 |Memberikan catatan kepegawaian Tidak Surat 15 Disetujuinya
dan menyampaikan surat N permohonan cuti |menit permohonan cuti
permchonan izin cuti tersebut
kepada atasannya dan pejabat Tidak
yang berwenang memberikan IR AN:
cuti untuk di dispoisisi/acc [

3  |Mencetak konsep surat izin cuti vV v idak Surat izin cuti |45 Terkoreksinya surat
tersebut untuk dikoreksi dan diparaf > menit izin cuti
atasan

p- - L ! ——— —

4 |Menyerahkan surat izin cuti \/ﬂ k X Tidak Surat izin cuti 20 Tertanda tanganinya
tersebut ke pejabat yang berhak ) M S a pegawai menit surat izin cuti
menandatangani " |

_

5 |Menyerahkan/mengirimkan surat e | n Suratizincuti |10 Diterimanya dan
cuti tersebut kepada yang - " menit terkirimnya surat izin
bersangkutan dan mencatatnya ke cuti
dalam buku kendali cuti serta _ _
mengarsipkannya ke dalam “ ! m
file kepegawaian et m

= =



Nomor SOP I50P/DKPS-LK/2020
Juni 2020
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Judul SOP = = i
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelak
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok Memahami
Kepegawaian
2 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemoentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 20”6 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas den Fungsi Serta Tala Kerja Dinas
3 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Keterkaitan Jperlengkapan _
| Lembar disposisi
ATK
Agenda Surat Masuk
g F dan p

Buku Agenda surat




2 .anm..-k.m Sub Bagian Umum Kepegawalan
untuk _!n._n_:n:h kadsiam apl

an kepada
i gbsenst surat- sural izn

1| Pegawal metakukan absensi kehadiran pada mesin handkey jam T FEAAN:
masuk dan jam pulang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ESIN MANDKEY 1 BULAN
HANDKEY)
2|JFU Pelaksana mengelola data vﬁ_m mesin :maqx&_. dan aplikasi L w._.mus. FANDREY, NFORMAS!
i serta ikan data pegawai berhasil terinput kedalam EOMPUTR AN L Ko
Aplikasi pengolahan Absensi ABSENS : (REAL
3[JFU Pelaksana mengelola surat izin bag: pega¥ai yang tidak + TR s, _.zﬂ.m» _
melakukan absensi (lzin, Dinas Luar, Cuti), datang terlambat dan pulang _ E e PCRIIAS
cepal gan menyerahkan kepada Kepaia Sub Bagian Umum Kepegi ¥ SOMFUTER, APLAS] BERMUANKN KEHADIRAN
A 3 .
Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian meneiiti surat-surat 12in r
pegawal. Apabila tidak sesual dengan peraturan dan ketentuan yang berlaky i
surat izin tersebul b 1 kepada il melaiu JFU MDY, - BOst.
|pelaksana

KMPUTER, AFLFAS
REEENET

PRI
k e Emu\n.r =1lle | 3w M

I Bagian |
| mum Kapegawaian memearnintal |
| . ki 1 0 AN .
1 1 g
| |

12]Inspekiorat Wikayah dan Bagian menerima rekapiiulasi mingguan _ "

absens| pegawai di ingkungan masing HER|  HENAR AISEN




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP . /SOP/Disdukcapil /IX-2020

TGL. PEMBUATAN . Juni 2020

TGL. REVISI : Juni 2020
TGL. EFEKTIF . Juni 2020
DISAHKAN OLEH " Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA SOP : Prosedur Penerbitan Kematian

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Pendudukdan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 5
Tahun 2016.

5. Peraturan Bupati Lima Puluh KotaNomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata cara
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

—

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan

2. Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Moto
“DWI PRIMA”.

3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran
2. SOP Penerbitan Akta Perceraian
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan

1. Term of Refference
2. Komputer/Printer/Scanner/LAN
3. Aplikas SIAK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerbitan akta Kematian tidak bisa di Keluarkan

Perekaman Dengan Aplikasi SIAK




BAGAN ARUS SOP PENCATATAN KEMATIAN

Mutu Baku
No. Aktivitas Petugas Potugas
Ke Waktu
Pemohon pemeriksa 0 out 0 o Kabid Kepala Dinas Distel lengkapan Output
Sipil
1 |Pemohos datang ke Diras Kependudukan dan P Persyaratan yang telah |15 menit |formulir dan
Sipil, mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan q ditetapkan kelengkapan
membavsa persyaratan yang welah ditecapkan,. _I._ Mn_.uv.!.nﬁuurﬂ
2 | Petugas menerima-dan meneliti Formu E Pelaporan persy mubnﬂ“ﬂ ! 5 menit U«n_ﬂén dan
Kematiay serta berkas : yangd kan dalam Kematian ulir ngkapan
pencatataniematian;dan :n_m_n_w_-a proses pencatatan .\ / pelaporan Kematian persyaratan akta
dalam Register Akta Kematian termasuk 2 (dua) orang saksi /\\I Kematian
3 |Petugas Dperator melakukan entri data kedalam data base persyaratan akta 15 menit |kutipan akte Kematian
kependudukan dan parifikasi ulang Lok L Kematian dan forme lir
data pelaporan Kematian
4 |Petugas k Kutipan Alce Ki persyaratan akta 5menit |kutipan akte Kematian
Kematian dan form lir

i

pelaporan Kematian)

5 |Meneliti kesamaan data antara cetakar dan isian formulir persyaratan akta |5 menit | kutipan akte Kematian
pemohas dan memberi paraf ””“una: nhu_mo_.!p:u
1 poran Kematian
_HTL (r12)
6 |Kabid mamaraf Formul r Blanko Kendali EHJMNH_W“ | 5menit |kutipan akte Kematian
Kematian rmlir
A\/\ pelaporan Kematian
7 |Penandatanganan wﬂ:ﬁ%ﬁﬁ.&g% Elﬁ__._.:ﬂ persyaratan akta 5Menit |kutipan akte Kematian
Kematian oleh Kepala Dinas K dud dan Kematian dan formelir
Sipik; _ ] pelaporan Kematian
8 |Menerima Register Akta Kematian darn Kutipan Akta persyaratan akta 5Menit |kutipan akte Kematian
Kematia yang telah ditanda tangani cleh Kepala Dinas A Kematian dan formulir
Kependt dukan dan Pencatatan Sipil. _ _ pelaporan Kematian

Pemoho menerima kutipan akta Kematian dari petugas
distribusi




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP /SOP/Disdukcapil /IX-2020

TGL. PEMBUATAN Juni 2020

TGL. REVISI Juni 2020

TGL. EFEKTIF Juni 2020

DISAHKAN OLEH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh KotaNomor7Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana
diubah menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2016;

5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 tahun 2011 Tentang

Pedoman dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran
2. SOP Penerbitan Akta Kematian
mON

Jika Pelaporan Perceraian yang terjadinya pemisahan data anggota
dalam Kartu Keluarga tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan
kekacauan database kependudukan

il

o Bl

Perekaman Dengan Aplikasi SIAK

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelaygnan
Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesual dengan Moto “DWI PRIMA”,
Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK.

Komputer/Printer/Scanner
Aplikasi SIAK
Term Of Refference




BAGAN ARUS SOP PENCATATAN PERCERAIAN

PELAKSANA Mutu Baku
Petugas Petugas Kaul
No. Aktivitas
Pemohon |  pemeriksa | v b | PrintOut pelayanah | Kabid | Kepala Dinas u_“.sﬁ._ Kelengkapan | Waktu Output
berkas Operator Sipil
1 |Pemohon datang ke Dinas Kependudukan din Pencatatan Persyaratan yang telah |10 menit |formulir dan
Sipil, mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan ditetapkan kelengkapan
membawa persyaratan yang telah ditetapkan,. _ 1Lv aratanakta
Perceraian
. 2 | Petugas menerima dan meneliti Formulir Pzlaporan Persyaratan akta 10 menit |formulir dan
_ Perceraian serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam v Perceraian dan wo_..u.:..w.ﬂ _Enam_ﬂﬁnh
pencazatan Perceraian;dan Melakukan proses pencatatan \\ /./ pelaporan Perzeraian persyaratan akta
dalam Register Akta Perceraian termasuk 2 (dua) orang <| Perceraian
saksi
3 |Petugas Operator melakukan entri data kedalam data base persyaratan akta 10 menit |Kwitansi
kependudukan.dan memperifikasi ulang tentang kebenaran — Perceraian dan formulir| perabayaran
data P pelaporan Perzeraian
4 |Petugas mencetak Kutipan Akte Perceraian persyaratan akta Smenit |kutipan akte
L) Perceraian dan formulir percerajan
_ |__ pelaporan Perceraian
S |Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir persyaratan akta Smenit [kutipan Akte
pemohon dan memberi paraf X Perceraian dan formulir perceraian
// \pelaporan Perceraian
6 |Kabid memaraf Fo-mulir Blanko Kendali ./ persyaratan akta 5menit |kutipan Akte
Perceraian dan formulir |perceraian
.UA.\ |pelaporan Perceraian
7 |Penandatanganan Register Akta Perceraian dan Kutipan persyaratan akta 5 Menit tipan Akte
Akta Ferceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan ,Pi.._ Perceraian dan formulir ceraian
Pencazatan Sipil; _ _ pelaporan Perzeraian
8 [Menerima Register Akta Perceraian dan Ku:ipan Akta ! persyaratan akta S Menit tipan Akte
Perceraian yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas _ w Perceraian dan formulir ceralan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil |pelaporan Perceraian
9 |Pemohon menerima kutipan akta Perceraian dari petugas kutipan Akte 5 Menit tipan Akte
distribusi perceraian perceraian




NOMOR SOP ¢ /SOP/Disdukcapil /1X-2020
TGL. PEMBUATAN - Juni 2020
TGL. REVISI : Juni 2020
TGL. EFEKTIF i Juni 2020
DISAHKAN OLEH “ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Ke
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Ir. ZA
NIP. 19630914 2 003
NAMA SOP . Prosedur Penerbitan JR:. Kelahiran
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: \
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; —
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 | 1. Memiliki Kemampuan pengolahan data SIAK
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Mengetahui tugas, fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 3. Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Moto

Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Perda
Nomor 5 Tahun 2016;

S. Peraturan Bupati Lima Puluh KotaNomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata
cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh
Kota;

“DWI PRIMA”.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerbitan KK
2. SOP Penerbitan Akta Pernikahan
3. SOP Penerbitan Akta Perceraian

1. Term of Refference
2. Komputer/Printer/Scanner/LAN
3. Aplikas SIAK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerbitan Akta Kelahiran tidak bisa di Keluarkan

Perekaman Dengan Aplikasi SIAK




BAGAN ARUS SOP PENCATATAN KELAHIRAN

Instansi Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Petugas | porugas Petu P
gas Petugas etugas
Pemohon pemeriksa pel Kasir 0 Print Out Kasi Kabid Kadis Distribusi Kelenghapan Waktu Output
1 |Pemohe: datang ke | Dinas Kependudukan dan Formulir permohonan |10 menit |Formulir permohonan

Pencatatan Sipil. mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan
dengan membawa persyaratan yang telah ditetapl

Akte Kelahiran (F2-02),
KK

Akte Kelahiran (F2-01),
KK

2 | Petugas menerima.dan meneliti Formulir Pelaporan Formulir permohonan |5 menit  |Validasi data base SIAK
Perkawizan umvﬂvn.&m_! u_.m_.ﬁn: kan dalam ___ Akte Kelahiran (F2-0:),
L proses pencatat 1 KK
dalam waunﬂ.__..wﬁ-i._ﬂi nan termasuk 2 (dua) orang
saksi
3 |Petugas Dp ggll pemohon sesuai d nomar Persyaratan dan Smenit |Formulirdan
antrian ..En petugas pelayanan memberikan resi _.Sin_:_u__n_-_ 3 Formulir Akte _ﬁnnu_ﬂﬂp__bwﬁ
] Kelahi-an persyaratan
_Hci_ Kelahiran
4 |Kasir memintakan biayn Danda f/ Sanksi Akte Kelahiran pada Persyaratan dan Smenit |Blaya Retribusi
pemohos n.l_ Formi Wu_“__ta
5 |Petugas Dperator memasukan data ke dalam sistem Persyaratan dan Smenit |Kutipan Akta Kelahiran
komputer dengan teliti dan memastikan sudah terinput G Formulir Akte
|dengan benar Kelahi-an
6 |Petugas Print Out mencetak register dan cetakan Akta v Persyaratan dan Smenit |cetakan akte Kelahiran
Kelahiran serta menyerahkan kepada kas: _ Formulir Akte
I Kelahi-an
7 |Kasi menerima dan meneliti kesamaan data pemohon pada | cetakan akte Kelahiran |5 Menit |cetakan akte Kelahiran
cetakan dengan isian formulir permohonan akta yang sudah \\/ yang sudah diparaf
tercetak dengan benar serta pamberian paraf /\
8 |Kabld mamaraf Formul r Blanko Kendali Persyaratan dan Smenit |cetakan akte Kelahiran
—Il_ Formulir Akte yang sudah diparaf
_ | Kelahi-an
9 |Penandatangan register Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas cetakan akte Kelahiran |5 Menit  |cetakan akte Kelahiran
Kependt dukan dan Pencatatan Sipil. _ yang sudah diparaf yang sudah ditinda
tangani
10 |Menerima \Akta Kel pan Akta Kelahiran Persyaratan dan 5Menit |Kutlpan Akte
_ﬂ_nﬂr___n_ﬂbs-%_ Egbﬁﬂg udukan [ |Formulir Akte perkawinan
dan Pencatatan Sipil. 1 Kelahi-an
11 |Pemoho1 menerima Kutipan Akta Kelzhiran dari Petugas nuﬂ_ﬂanunﬁﬂ_n%n 5 menit un-nrﬁ_.n_uhﬂno_E_is
Distribusi yungsu yang sudah ditinda
— - omoar




NOMOR SOP /SOP/Disdukcapil/IX-2020
TGL. PEMBUATAN Juni 2020
TGL. REVISI Juni 2020
TGL. EFEKTIF Juni 2020
DISAHKAN OLEH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Ke
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Ir.
NIP. 19630914199103 2 003
NAMA SOP Prosedur Penerbitan A Perkawinan
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor | 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara
Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi
Perda Nomor 5 Tahun 2016;

5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan
Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lima Puluh Kota;

2. Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Moto

“DWI PRIMA”,

3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran
2. SOP Penerbitan Akta Perceraian
3. SOP Penerbitan Akta Kematian

1. Term of Refference

2. Komputer/Printer/Scanner/LAN

3. Aplikas SIAK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerbitan akta Perkawinan tidak bisa di
Keluarkan

Perekaman Dengan Aplikasi SIAK




BAGAN ARUS SOP PENCATATAN PERKAWINAN

i Pelaksana Mutu Baku
P Kasi
No. Aktivitas i Petugas | PelugasPrint | Pelayanan Petugas
Kabid la Dinas Kelengka) Waktu Output
Pemoton | pemeriksa Operator | Out Operator | Pencatatan Kepa Distribusi pan
- sipil
1 |Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Persyaratan yang telah |10 menit |formulir dan
Pelaporan Perb deng \: persy yang ditetapkan kelengkapan
telah ditetapkan,. MMHN_H_NE akta
winan
2 | Petugas menerima dan liti Formulir Pelap persyaratan akta 10 menit |formulir dan
Perkawinan serta berkas persy yangd perkawinan dan kelengkapan
dalam pencatatan perkawinan:dan Melakukan proses formulir pelaporan persvaratan akta
| pencatatan dalam Register Akta Perkawinan termasuk 2 perkawinan perkawinan
(dua) orang saksi
3 |Petugas Operator melakukan entri data kedalam data base persyaratan akta 10 menit E_Waz akte
kependudukan dan perifikasi ulang g keb n i | perkawinan dan perkawinan
data . : s i formulir pelaporan
|| EEREEES | perkawinan
4 (Petugas menceiak Rulipan Akie Perkawinan persyaratai akia Smenit  |Kutipan akte
perkawlinan
|
[ 5 kesamaan data antara cetaks alir i 5 menit
on dan memberi parat | ; =
“ _
& |Kahid memaraf Formulir Blanko Kendal | I ! | 5 menit e
_ | 2 . | | an
_ e Iﬁ _\V|.|_
¥, ]
_ == . 5 .
n dan Kutipan _ | | _ 5 Menit ke
uhukan dan | | i 3 1 T
_ 7 _ [
“ _ (TS
- | . - - — ]
utipan Alia | _ 5 Menit
1 Kepala Dinas ||¥
15l i
| = -
| 9 __...njlq_maz menerima rﬂﬂm_.:.__lu_mﬂm Perkawinan dari petugas T _ S - _x.._a__uu_._ Akta perkawinan |5 Menit  |kutipan akte
| (distribusi —3 | perkaw
_ | SR _ [ i [
| |
| | |

L |




2 Permendagri Nomor 102 Tahun 2015 tentarg Pemberian Hak Akses dan Pen Data Kepend

Kependudukan

3 Peraturan Daerzh Kabupaten Lima Puluh Kcta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Adr inistrasi

Nomor SOP fSOP{DKPS-LK/2021
anggal Pembuatan Juni 2020
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

|Tariggal Revisi Juni 2020
[Tanggal Efektif Juni 2020

DIMAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL i -
Diszhkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP Kerjasama Pemanfzatan Data <ependudukan (Pemanfaatsn NIK, Data
i Kependudukan dan KTP Elektronik oleh lembaga pengguna)

|oasar HUKuM |kuaLIFIKAST PELAKSANA
1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentan{ perubahan atas LU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi
Kependudukan 1 Kepala Dinas

2 Kabid Pemar faatan Data dan Inovasl Pe ayanan

3 Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
4 Kasi Kerjasama

5 Pengadministrasi Umum

6 Lembaga Pengguna

KETERKAITAN

|PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Kerjasama Pemanfaatan Data Kependidukan (Pema-faatan NIK, Data Kependudukan dan KTP

1 Elektronlk cleh lambaga pengguna)

1 Naskah Perjgnjlan Kerjasamna

2 Komputer / laptop
3 Alat Tulis Kantor (ATK)

|PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam memberikan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk kemanfaatan palayanan publlk sesual Perundang-
undangan yang berlaku




Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Kabld Kasl Penoadvd Kasi
No PD dan engadmi |pp dan Keterangan
Dirjen Kepala Thovesl PD&Dok.Ke nistrasi | Dok K Lembaga Persyaratan / Kelenckapan | Waktu Output o
Dukcapil Dinas p dan Kasl Pengguni
Pelayan Kerjasama Umum | epend
An uduka
- 2 3 4 5 6 7 [ 9 10 11 12 13
CiMulal | Tembusan ijin Dirjen Dukcapil
Menindak lanjuti ijir Dirjen Dukcapil tantang Hak el
1 Pemanfaatan NIK dan Data 1 hari Catatan Tindak La"jut
Akses Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan .,_ Kependudkan
A
2 wﬁﬂsﬁ:éﬁi: draft naskah Perjanglan Disposisi dari Kepals Dinas | 1 hari Catatan Tindak La jut
— .
3 |Penyusunan draft naskah Perjanjian Kerjasama Plspostal ort Xabid FoRIaovast | 1 o Catatan Tindak Lajut
v
] Draft susunan naskah
4 |Pengetikan naskah Perjanjian Kerjasama 4 perjanjian kerjaszma 1 hari Naskah Ferjanjian Kerjasama
Konsultasi Naskah njlan k kah Pei di i ol
5 |7 3n§ perjanjian kerjasama dengan - Naskah perjanjian kerfasama |14 hari| NeS xjargian Kerjosama disetujul oleh
| propinsi
Catatan Hasil konsultasi dari
6 |Persiapen Penanda tangenan Perjanjian Kerjasams i ek 7 hari | Pelaksanaan Penanda tanganan Perjenjian Kerjatama
’ Naskah Perjanjian Kerjasama Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda
7
Penandatanganan Perjanjlan Kerjasama dan ATK 1 hari ¢ i
Naskah Perjanjlan Kerjasama
8 |Pemberian hak akses D.‘ g il o taisia tanpar 1 hari 1D Petugas di lembaga pengguna
.am
Web portal yang terhubung ke =B Pemanfaatan NIK, Data Kepencudukan dan KTP
9
Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengguna 3 _ peh A *_“Mm%: Elektronik
10 |Monitoring dan evaluasi Progres dari lembaga pengguna mﬁ_ﬂu«_ Catatan hasil monitoring dan evaluast
LROOrSR BN Fonmcia 6 eveliaw) kepada T..; Hasll ing dan 1 hari Laporan hasil monitoring ¢an evaluasi

11

Gubernur dan Dirjer Dukcapil

i 2020

Ir. RE

NIP. 19680415 98902 1 001




Nomor SOP JSOP/DKPS-LK) 2021
Tangoal Pembuatan Juni 2020
PEMERINTAH KABUPATEN L.IMA PULUH KOTA i -
Franggal Revisi Juni 2020
2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  |oes o b
Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|Nama SCP Penyelenggaraar Pemanfaatan Data Kependudukan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI FELAKSANA

1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentany perubahan ztas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
2 Permendagri Nemor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

3 Peraturan Daerzh Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang yelenggaraan A Istrasl
Kependudukan

Menguasal <omputer

1

2 Pejabat Furgsional Umum

3 Kasl Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
4 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovas Pelayanan

5 Kepala Dinas

6 OPD Pengquna

7 Bupatl

8 Dirjen

|PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Surat permohonan dan S Aplikasi pemanfatan hak akses di tingkat pengguna

lembaga pergguna ke Kegala
daerah

2 Perjenjian Kerjasama & Server Warehouse
3 Petunjuk Teknis

4 Tim Teknis di lembaga
pangguna

|PERINGATAN

PENCATATAN CAN PENDATAAN

1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam memberikan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan




— -

1. Surat Per yang sudah Nama

Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan Pengguna, Tujuan P Data Kep
1 | pemanfaatan data kepada Disdukcapil 1 Harl |Undangan Rapat Bisnis Proses
2. Apiikasi yang akan dibuat
1. Surat yang sudah Nama Berita acara yang sudah memuat
Pengguna, Tujuan Data dan w!ou..i Tujan
2 [Melaksanakan Rapat Blsnis Proses aplikasi dengan Disdukcapil asitkes! yana digunaien 1 Hari

2. Alur/flow chart bisnis proses darl aplikasi yang

m!so:g«-_-l;onﬁﬁs etode
ikses, Data Balkan dan Jangka

digunakan
Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan o g, .
Pengguna, Tujuan P Data
3 _u!.___:a-_! data kepada Bupat! malalul Disdukcapil Eernen Data vatg diskios, etode Akaus, Date saitian | 1 Hart  JSurst Permchionsn ke Bupati
_ Surat Permohonan yang sudah 35-5” Nema Menunggu
4 Bupati melalul Disdukcapil meneruskan Surat Permchonan Pengguna, Tujuan K 7 Harl Surat Permohonan ke Dirjen Proses Dirjen
kepada Dirjen Dukcapil Elemen Data yang diakses, 3._52 Akses, Data Ballkan Dukcapil Dukeapil
den Jangka Waktu
= Dulicagl I Surat Permchonan yang sudah memuat Nama Menunggu
irjen Dul atas nama Mendagri memberikan rekomendasi | Pengguna, Tujuan Pemanfaatan Deta Kependudukan,
5 Elemen Data yang diakses, Metode Akses, Data Balikan | 7 H@ri  [Surat Rekomendas| Proses Dirfen
atas permohonan pemanfaatan date . Dukeapil
1. Dratt ﬂ&
2. Nota Dinzs/Disposis Draft PKS yang Diparaf oleh
6 |Penyusunan Draft PKS 3. Permendagri No 102 Tahun 2019 dan Surat 7 Hari
— |re \ Pimpinan Pengguna
1. Draft PKS yang memuat maksud, tujuan, hak dan p.ﬁ«!n_-z—:s
kewalban, evaluasi dan pelaporan, jangica waktu dan Tandatangani oleh pimpinan
7 |Penandatanganan PKS p ¥ 1 Harl |pengguna
2. Permendagri No 102 Tahun 2019 dan Surat 2. Undangan Rapat Juknis
3. b Bupell loleh Disclukcapil
i 1. Undangan Rapat Juknis "
| Pelzksanaan Rapat Juknis antara ukcapil dengan 2. Draft Juknis yang disetujui
8 . Petunjuk Teknis 1 Harl
|pengguna 3. PKS yang Sudah di Tardatangani kedua beiahipihak
1. PKS dan BA Juknis 1, Surat Pemberian Akses
g [Penyampalan FKS dan BA Juknis yang telah ditandatangani o i Sy Pavggiant il shstin A wareh ¥ Vet User 1D Development zn.__._sua_uu:
|kedua belah pihak kepada Cirjen Dukcapil 3, Surat Penyampalan PKS dan BA Juknis ke Dirjen Dukcapil
Dukcapll
1. PKS dan Petunjuk Tekris Rekomendasi Hak Akses atau Naninoa
10 |Proof of Concept (PoC) Kesesuaian Petunjuk Teknis dan PKS 2, Tenaga Teknis yang memiliki sertifikat 7 Hari |Rekomendasi untuk i .wn_ue_
dengan Aplikasi 3. Aplikas Kerja Memenuhi Ketentuan Juknis Dukcapil

{4, Usar D Development

dan PKS

11

Implementasi Pemanfaatan Data

Laporan Data Balikan dan Login Akses NIK yang diakses

6 Bulan

Laporan Data Balikan

NIP. 196804 15195902 1 001




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Nomor SOP /SOP/DKPS-LK/2021

Tanggal Pembuatan Juni 2020

Tanggal Revisi Juri 2020

Tanggal Efektif Juni 2020

Disahkan oleh Kep@la Dinfis

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN _ NIP. 1968041¥ 198302 1 001
SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKIJMEN KEPENDUDUKAN Judul SOP Penyusunan 1.*: Kependudukan
Casar Hukum 'Kualifikasi pelaksana ?

1.

2

c:&:@cﬂ&ézoaoqmnw.“m:%mcom_m:$=a>n_a_:_ﬂam__xmow:aca%m:ﬂxam_.am:mﬁ_mzuES:am._mms::nm:n.c:&ézonoqma._.m:_s_._. Zn.:..m_..u_._.__rmﬁ:ﬁ:ﬂm&:&d.ciuam:am:nﬁ:uﬁza__no_._nms
2013 tentang Perubahan Alas Undz ng-Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Penyusunan Buku Prefil Perkembangan xnum_.acn_cx%” pada OPD lerkait
Peraturan Pemerintat Nomor 40 Tahun 2019 tzntang Pelaksanaan Undang-Uncang Nomior 23 Tahun 2008 tertang Administrasi Kependudukan 2. Menguasai Komputer

sebagaimana telah diubah dengat Undang-Urdeng Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 |

tentangA.dministrasi Kepencudukan;

3. Peraturan Presiden Nomor &6 Tahun 2013 tentarg Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 3. Pejabat Fungsional Umum
4. Peraturan Menteri Dalzm Negeri Ncmor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Per«embangan Kependudukan 4. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
5. Peraturan Dasrah Kabupeten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukar, 5. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
|6.  Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perrbentukan dan Susunan Perangkat Daeran; |6. Kepala Dinas
7. Peraturan Bupati Lime Puluh Kota Momor 26 Tahun 2014 tentang Pedeman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupater Lima Puluh 7. OPD/instansi Terkait
Kota;
8. Peraturan Bupati Lime Puluh Kota Momor 54 Tahun 2016 Tentang Kecudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dines 8. Bupati
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[Reterkatan Perzlatan/perlengkapan
- SOP Penyusunan Profil Kependudukan 1. Komputer 5. Petunjuk Operasional Kegiatan
2.Printer 6. Surat Permintaan Timé&Data dari OPD
3. ATK 7. 5K Tim Penyusunan Profil
4. Literatur hukum yang terkait 8. Data-data dari OPD/Instansi Terkait
Peringatan 'Pencatatan dan pendataan
- Harus disusun untuk menjadi acuan dalam Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan |Buku agenda

|Produk hukum vang terkait




Prosedur Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan

Mutu Baku
Keterangan
o g m:ﬂmﬂ:ﬂﬂ. Kasi Kabid Kadls Kelengkapan Waktu Output
1 |Permintaan nama tim Penyusunan Buku Profile Perkembangan Siireit permiiniaan kepada OFD
Kependudukan ke OPD terkait * =ve pad 2minggy  |Nama anggota Tim
(va)
2 |Pembentukan SK Tim e | 'W’ ||V_. Surat masuk dari OPD -erkait 2 Minggu  |SK Tim
ol i SK Tim Penyusunan Buku Profile 1 hari Data awal
?. Perkembarigan Kepencudukan

4 |Pengulahan bahan berupa data-data oleh anggota Tim (Tidak)

Data-data OFD 2 bulan Draft Profil

idak)
5 |Pengumpulan bahan-bahan dari anggota Tim A , e
lashdisl mingg
6 |Penyusunan Buku Profil Perkemoangan Kepandudukan ‘ — N e T
e data komputer ncang
(ya)

7 |Rapat koordinasi anggota Tim untuk mendapatkan input/ masukan i

Craft Buku Profil Perkembangan :

1ha Rancangan Profil
. Kepandudukan " -
4

8 |Pencetakan buku Profil Perkembangan Kependudukan

Bahan berupa data OPD yang

sudah tersusun berdasarkan 3minggu  |Buku Profil

petunjuk yang ada
9 |Distribusi buku Profil Perkembangan Kependudukan Bl PRSI Peckanibarigan oo

=1 Bulan uku

Kepandudukan




Nomor SOP /SOP/DKPS-LK/VI-2020
Tgl Pembuatan : Juni 2020
Tgl Revisi ? Juni 2020
Tgl Efektif : Juni 2020
Disahkan Oleh : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCA SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NIP. 19630914//199103 2 003
Nama SOP :  Penyajian Data Agregat Kependud
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : |

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayana
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK

4. Mampu menggunakan oracle dan query

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Alat tulis kantor
2. Aplikasi SIAK, Komputer dan Printer
3. Jaringan LAN dan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Penyajian Data Agregat Kependudukan tidak
terselesaikan




Bagan Arus Prosedur Layanan Penyajian Data Agregat Kependudukan

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur - : - Ket
Kadis | Sekretaris Kabid Kasi JFU Kelengkapan Waktu Output
1. | menerima surat permintaan data Lembar disposisi 5 menit Disposisi
dan memberikan petunjuk kepada mulai Surat izin
Sekretaris
2. | menerima surat permintaan data Lembar disposisi 5 menit Disposisi
dan memberikan petunjuk kepada Kabid - Surat izin
3. | menerima surat permintaan data Lembar disposisi 5 menit Disposisi
dan memberikan petunjuk kepada Kasi o Surat izin
4. | menerima surat permintaan data Lembar disposisi 5 menit Disposisi
dan memberikan persetujuan untuk ~ Surat izin Hak Akses
mengakses database 2 |_|
5. | menerima persetujuan, membuka dan x Lembar disposisi 1jam Data
mengolah database serta melaporkan kepada Surat izin Kependudukan
Kasi Hak Akses
— -
6. | memeriksa data yang akan diberikan Data 15 menit Data
serta melaporkan kepada Kabid Kependudukan Kependudukan
7. | memeriksa data yang akan diberikan Data 5 menit Data
serta melaporkan kepada Sekretaris Kependudukan Kependudukan
8. | menerima data dan melaporkan kepada Data 5 menit Arahan
Kadis Kependudukan
— — |
9. | Menerima, menandatangani data dan - Lembar disposisi 5 menit Disposisi
memberi petunjuk kepada JFU Data
Kependudukan
10 | Menerima, menggandakan, mengarsipkan I Data 20 menit Tanda Terima
dan mengirimkan kepada pengguna Kependudukan
selesai




Nomor SOP : /SOP/DKPS-LK/VI-2020

| Tgl Pembuatan : Juni 2020
| Tgl Revisi : Juni 2020
| Tgl Efektif ; Juni 2020
Disahkan Oleh - KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENC SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NIP. 19630914/#99103 2 003

Nama SOP ; Layanan Perekaman KTH/Elekironik
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mncmmmﬂamsm nm_m: 1. smummﬂm:n_ tugas dan fungs Sistem dan Prosedur Pelayanan

‘. diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Ut 2. Mampu mengoperasikan komputer _
| Nomor 23 W.&:..a 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK _
TS a5 - . 4. Mampu mengoperasikan Aplikasi BEnroller |
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23| 3 & P gop P |
_ 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- | |
_ Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 _
| Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor | |
i 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354). { i
ssiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda T _ “
ndudukan Se |
! r J.m:_m: ,,.__:_. 2 Tal 3T ' Pert : Peratur: _ |
m _ _
_ ::_:T an mn.t.:u Nasional; |
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran _
_ Penduduk dan Pencatatan Sipil. _
5. Peratura {abupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan |
Susunan Perangkat Daerah. _
]
| Keterkaitan: - . _ o - Peralatan / Perlengkapan: ) - - |
- 1. Aplikasi SIAK, Aplikasi BEnroller dan Komp
I I
2. Jaringan LAN
|
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidhk dilaksanakan maka Layanan Perekaman KTP Elektronik tidak terselesaikan --- =




Bagan Arus Prosedur Layanan Perekaman KTP Elektronik

(keadaan jarkomdat dan data center
dalam kondisi normal)

Selesai

_—— d Pelaksana Mutu Baku K
raian Frosedur Pemohon JFU Kasi JFU/Operator JFU Kelengkapan Waktu Output et
1. | menyerahkan berkas permohonan Berkas 1 menit
perekaman KTP Elektronik (KTP-el) mulai permohonan
kepada petugas
2. | memverifikasi kebenaran data berkas Berkas 1 menit
permohonan vang berupa foto copy permohonan
Kartu Keluarga
3. | Memeriksa data melalui aplikasi, Berkas 2 menit
apakah pemohon sudah perekaman permohonan
! KTP-elf atau belum. Jika sudah - #
m perekaman, berkas dikembalikan P
| kepada pemohon. B -
4. | menyetujui atau tidak menyetujui ] Berkas 1 menit
permohonan perekaman KTP-el > permohonan |
|| < NI (SN S (U T S
5. | memeriksa biometric pemohon — Y | Berkas 2 jam |
dengan aplikasi apakah pemohon : . \ \ | permohonan _
| sudah perekaman dengan NIK yang ¥ i i 3 / | |
| berbeda. lika sudah perekaman __ , | [
| dengan NIK berbeda, berkas | |
| dikembalikan kepada pemohon . _ __ - \w _— N .|!" - |
6. | melakukan perekaman biometric _ _ Berkas | 5 menit _
berupa foto wajah, tanda tangan, _ | | permohonan _
| sidik jadi dan iris mata. I B - - |
7. | Pengiriman data perekaman ke Data _ v | 5 menit
| Center Kemendagri untuk proses | s.d1
Adjudikasi/penunggalan m hari




